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BALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGAWI

NOMOROQ 8 TAHUN 2007
TENTANG

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGAW,,

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka tarif parkir di
tepi jalan umum sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat Il Ngawi Nomor 17 Tahun 1998 sudah tidak

sesuai lagi dengan kondisi perekonomian saat ini sehingga periu untuk
disesuaikan ;

bahwa untuk melakukan penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu mengatur kembali tarif retribusi parkir di tepi jalan
umum dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir

di Tepi Jalan Umum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan
Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992

Nomor 3480, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 49);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1897
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik indonesia

Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 4048) ;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik .
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389) ;



Pem emntahan

 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

! Daerat? (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 004ng;>;
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomof 44 .
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Penggi?k
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Nega'a Republ
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembara? Negara
Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Nega'a
Republik Indonesia Nomor 4548) ;

8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444 ;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 NoMo' 8,
Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomo' 3258);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasara”a da"

. Sarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia

' Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3529) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenafgan
Pemerintah ‘dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daefah OtofloM
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

& ‘Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGAWI
dan .
BUPATI NGAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : LPJERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
MUM. '

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah, adalah Kabupaten Ngawi.

2. Pemerintah D@€rah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai
unsur Penyelenggara Pémerintahan Daerah Kabupaten Ngawi.

3. Bupati adalah, Bupati Ngawi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pejabat adalah, Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Badan, adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha
Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsl,
Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha
tetap dan bentuk badan lainnya.

Kendaraan, adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan
bermotor atau kendaraan tidak bermotor.

Parkir, adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat
seMentara.

Parkir di Tepi Jalan Umum, adalah parkir di tepi-tepi jalan umum yang dikuasai
Pemerintah Daerah dan mempunyai sarana parkir serta dipergunakan untuk
pemberian pelayanan parkir.

Parkir Berlangganan, adalah penggunaan fasilitas parkir secara terus Menerus
selama 1 (satu) tahun,

Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut retribusi, adalah biaya
yang dipungut oleh Pemerintah Daerah sebagai imbalan atas jasa pelayanan parkir
di tepi jalan umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati
oleh orang pribadi atau badan.

Wajb Retribusi, adalah orang pribadi atau badan yang Menurut Peraturan
Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

Masa Retribusi, adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu

. bagi Wajb Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan parkir.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah surat
yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
retribusi yang terutang di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

iSurat Ketetapan Retribusi Daerah yang selahi_utnya disingkat SKRD, adalah surat

ketetapan retribusi yang menentukan besamya pokok retribusi.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan
atau denda. .

Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPAORD,
adalah surat yang digunakan oleh waijib retribusi untuk melakukan pendataan obyek
retribusi dan wajib retribusi yang terutang sebagai dasar penghitungan dan
pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-ufdangan
retribusi daerah.

Pemeriksaan, adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguiji, kepatuhan pemenuhan
kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang—undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, adalah serangkaian tindakan
yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutiya dapat
disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta
menemukan tersangkanya.

Kas Daerah, adalah Kas Pemerintah Kabupaten Ngawi.



BABII
NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut retribusi atas pelayanan parkir
di tepi jalan umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Setiap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa
jasa pelayanan dan pemanfaatan parkir di tepi jalan umum.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan fasiltas parkir
kendaraan di tepi jalan umum.

BAB il
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5
Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk jenis retribusi jasa umum.

BABIV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi dan jenis kendaraan yang
mengguhakan tempat parkir.

BABV
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Jasa Umum didasarkan pada
kebijakan daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan,
kemampuan ekonomi masyarakat dan aspek keadilan dan Kepatutan.

. BABVI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur besarnya tafif retribusi untuk 1 (satu) kali parkir per jenis kendaraan ditetapkan
sebagai befikut :

Truk gandeng, tronton dan trailer sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Bus dan truk sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Bus mini dan light truk sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) ;

Sedan, mobil penumpang, pick up, microbus, dan kendaraan lainnya yang sejenis
sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah) ; : :

Sepeda motor sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ; dan

Sepeda sebesar Rp 200,00 (dua ratus rupiah).
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Pasal 9

(1) Selain retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pemerintah Daerah juga
melaksanakan parkil beflangganan.

(2) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu)
tahun.

(3) Besarnya retribusi parkir beflangganan ditetapkan sebagai berikut :

Truk gandeng, tronton dan trailer sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu ' upiah) ;
Bus dan truk sebesal Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Bus mini dan light truk Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiahy; '
Sedan, mobil penumpang, pick up, microbus dan kendaraan lainnya yang sejenis
sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); dan

e. Sepeda motor sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas fibu rupiah).

(4) Bagi yang telah membayar retribusi parkir berlangganan tidak dapat ditarik lagi
retribusi parkir di tepi jalan umum.

apow

(5) Parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Pemerintah
Daerah bekerjasama dengan instansi terkait.

- (6) Pelaksanaan parkir bérlangganan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB Vi 4
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10
Retfibusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB Vili
SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

Retribusi terutang dalam masa retfibusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen
lain yang dipersamakan.

BAB IX
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 12

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat dibofongkan.

(2) Retfibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

BAB X
SANKSI ADMINMISTRASI

Pasal 13

Dalam hal wajib fetribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen)
setiap bulan dari besalnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan
ditagih dengan menggunakan STRD.



BAB XI
TATACARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh
Bupati sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan
dan SKRD tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, hasil
penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam
atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 15

Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaiMana
dimaksud pada ayat (1), Maka dikenakan sarksi administrasi berupa bunga sebesar 2%
(dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

(1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Waijb Retribusi
untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu, dengan alasan
yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Tatacara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh
Bupati.

(4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada Waijb Retribusi
- untuk mehunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan
alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan tanda bukti
pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIlI
TATACARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 18

(1) Pengeluaran Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 ( tujuh )
hari sejak jatuh tempo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan
atau Surat Lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.
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Pasal 19

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB Xl
TATACARA PENGURANGAN, KERINGANAN,
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 20

(1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pembayaran

retribusi.

(2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pembayaran retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV
KEDALUWARSA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 ( tiga ) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuall apabila waijib
retribusi melakukan tindak pidana dibidangretribusi.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila :

a. diterbitkan surat teguran ;.
b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak
langsung.

BAB XV
KETENTUAN PENGAWASAN

Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat yang
ditunjuk oleh Bupati.

BAB XViI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai  Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidanayang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumputkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan ~sehubungan dengan tindak
pidana retribusi daerah ; ‘



c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen iain berkenaan
dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan  bukti, pembukuan,
pencatatan, dan dokume” - dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap
bahan bukti tersebut ; '

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidlkan
tindak pidana dibidang retribusi daerah ;

g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;

i. memanggii orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi ;

j. menghentikan penyidikan ;

k. meiakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
dibidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasi penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan ya'g
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIi
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajb Retribusi yangtidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan
daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling
banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang. i

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIIl
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang beium diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Ngawi Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Ngawi Tahun 1999 Nomor 5/B)
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 s#i 5003

BUPATI NGAWI,
ttd.

HARRONO

Q Diundangkan di Ngawi
pada tanggal \0 Me 009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,

tid.

MAS AGOES NIRBITO MOENASI WASONO

LEMBARAN DAERAHKABUPATEN NGAW! TAHUN 2007 NOMOR 03



